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Penelitian ini bertujuan merekonstruksi konsep hadhanah pasca perceraian
dalam hukum keluarga Islam melalui pendekatan Magasid al-Syari‘ah.
Penelitian dilatarbelakangi oleh kecenderungan pengaturan hak asuh yang
masih berorientasi pada penentuan pihak yang berhak mengasuh anak,
sementara pemenuhan kepentingan terbaik anak (the best interests of the
child) belum sepenuhnya menjadi fokus utama. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari
Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan,
serta berbagai literatur ilmiah mengenai hadhanah dan Magasid al-Syari‘ah.
Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif menggunakan metode
content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadhanah tidak
semata-mata merupakan hak salah satu orang tua, tetapi merupakan
sistem perlindungan terhadap hak-hak anak yang harus menjamin
terpenuhinya lima tujuan utama syariat (al-kulliyyat al-khams), yaitu
perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql),
keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Penelitian ini menawarkan
rekonstruksi konsep hadhanah dari pendekatan yang berpusat pada hak
orang tua menuju pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik
anak berbasis Maqasid al-Syari‘ah. Rekonstruksi tersebut diharapkan
mampu memperkuat pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih
responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan anak pasca
perceraian.
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Pendahuluan

Perceraian merupakan salah satu fenomena hukum keluarga yang terus mengalami peningkatan

dan menjadi tantangan serius dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Meskipun Islam

memperbolehkan perceraian sebagai jalan terakhir ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat

diwujudkan, putusnya ikatan perkawinan tidak menghapus tanggung jawab kedua orang tua terhadap

anak. Anak tetap memiliki hak untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, perlindungan, kasih

sayang, serta pemenuhan kebutuhan hidup secara layak (Abdullah, Syahri, et al., 2024). Oleh karena

itu, persoalan hadhanah tidak hanya berkaitan dengan penentuan siapa yang berhak mengasuh anak

setelah perceraian, tetapi juga menyangkut bagaimana menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik

anak (the best interests of the child) sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum nasional

(Abdullah, Nurhayati, et al., 2024).
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Dalam perspektif hukum Islam, hadhanah merupakan kewajiban syar'i yang bertujuan menjaga
keselamatan, pertumbuhan, pendidikan, dan kesejahteraan anak hingga mampu hidup mandiri.
Konsep ini tidak sekadar memberikan hak kepada salah satu orang tua, melainkan menempatkan
kepentingan anak sebagai orientasi utama. Al-Qur'an menegaskan pentingnya tanggung jawab orang
tua dalam menjaga keluarga sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. At-Tahrim ayat 6 dan QS. Al-
Baqarah ayat 233 yang menekankan kewajiban memelihara, mendidik, dan memenuhi kebutuhan
anak. Selain itu, hadis Rasulullah saw. mengenai hak ibu dalam mengasuh anak selama memenuhi
syarat-syarat tertentu menjadi dasar normatif penting dalam pembahasan hadhanah. Dengan
demikian, konsep hadhanah pada hakikatnya merupakan instrumen perlindungan terhadap hak-hak
anak, bukan semata-mata hak eksklusif orang tua (Anisah et al., 2025).

Di Indonesia, pengaturan mengenai hak asuh anak pasca perceraian telah memperoleh landasan
hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berbagai regulasi
tersebut menegaskan bahwa setiap keputusan mengenai hak asuh harus memperhatikan kepentingan
terbaik bagi anak. Namun demikian, implementasi norma hukum tersebut masih menghadapi berbagai
persoalan. Sengketa hak asuh, pengabaian kewajiban nafkah, konflik berkepanjangan antara orang tua,
serta lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan masih menjadi persoalan yang banyak ditemukan
dalam praktik hukum keluarga di Indonesia (Harisudin & Choriri, 2021).

Perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer juga menunjukkan adanya pergeseran
paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada hak orang tua menuju pendekatan yang berpusat
pada perlindungan hak anak. Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh perkembangan instrumen hak
asasi manusia, Konvensi Hak Anak, serta semakin kuatnya prinsip the best interests of the child dalam
praktik peradilan. Dalam konteks ini, hak asuh tidak lagi dipahami sebagai bentuk dominasi salah satu
orang tua, melainkan sebagai tanggung jawab bersama untuk memastikan tumbuh kembang anak
secara optimal, baik dari aspek fisik, psikologis, intelektual, sosial, maupun spiritual (Ferdiansyah et
al,, 2025).

Meskipun demikian, kajian mengenai hadhanah dalam literatur hukum keluarga Islam masih
didominasi oleh pembahasan normatif yang berfokus pada siapa yang lebih berhak memperoleh hak
asuh berdasarkan ketentuan fikih maupun Kompilasi Hukum Islam. Sebagian penelitian mengkaji
hadhanah dari perspektif perbandingan mazhab, sebagian lainnya menganalisis implementasi putusan
pengadilan agama, sedangkan penelitian lain lebih menitikberatkan pada perlindungan hak anak
dalam perspektif hukum positif (Hasan, 2022). Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi
penting dalam pengembangan hukum keluarga Islam, tetapi umumnya belum mengintegrasikan
analisis maqasid al-syari'ah secara komprehensif sebagai kerangka evaluasi terhadap pelaksanaan
hadhanah pasca perceraian. Akibatnya, pembahasan sering kali berhenti pada aspek legal-formal tanpa
menilai apakah praktik pengasuhan benar-benar mewujudkan kemaslahatan bagi anak (Islam, n.d.).

Perspektif maqasid al-syari'ah menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam

memahami tujuan hukum Islam. Menurut Al-Syathibi, seluruh ketentuan syariat diarahkan untuk
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mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan (al-kulliyyat
al-khams), yaitu perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz
al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Anshori & Abdurrahman, 2025). Dalam konteks hadhanah, kelima
tujuan tersebut saling berkaitan dan menjadi indikator keberhasilan pengasuhan anak pasca
perceraian. Pengasuhan tidak dapat dinilai berhasil hanya karena sesuai dengan ketentuan formal
mengenai pemegang hak asuh, tetapi harus mampu menjamin keberlangsungan pendidikan agama,
kesehatan fisik dan mental, pendidikan formal, perlindungan identitas dan hubungan kekeluargaan,
serta pemenuhan kebutuhan ekonomi anak secara berkelanjutan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan maqasid al-syari'ah dalam
hukum keluarga masih lebih banyak diarahkan pada isu perkawinan, dispensasi kawin, perceraian,
dan perlindungan perempuan, sedangkan kajian yang secara khusus merekonstruksi konsep hadhanah
berdasarkan tujuan-tujuan syariat masih relatif terbatas. Di sisi lain, dinamika sosial masyarakat
modern menghadirkan berbagai persoalan baru, seperti meningkatnya keluarga dengan orang tua
tunggal, mobilitas kerja lintas daerah, hak pengasuhan bersama (shared parenting), hingga
pemanfaatan teknologi digital dalam pengasuhan anak. Perubahan tersebut menuntut adanya
reinterpretasi terhadap konsep hadhanah agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat tanpa
mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) antara pengaturan
normatif mengenai hadhanah dengan kebutuhan pengembangan konsep yang berorientasi pada
kemaslahatan anak melalui pendekatan maqasid al-syari'ah. Penelitian ini menawarkan kebaruan
(novelty) berupa rekonstruksi konsep hadhanah yang tidak hanya menempatkan hak asuh sebagai
konsekuensi hukum perceraian, tetapi sebagai mekanisme perlindungan hak anak yang diukur
berdasarkan ketercapaian lima tujuan utama syariat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan
mampu memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum keluarga Islam serta menjadi
dasar penguatan praktik perlindungan anak dalam penyelesaian sengketa hak asuh di Indonesia.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dan merekonstruksi
konsep hadhanah pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam berbasis magqasid al-syari'ah
sehingga tercipta model pengasuhan yang lebih responsif terhadap kepentingan terbaik anak dan

sejalan dengan tujuan fundamental syariat Islam.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus
pada pengkajian norma, asas, konsep, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum yang mengatur
pelaksanaan hadhanah pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam. Penelitian hukum normatif
dipilih karena objek kajian utama penelitian ini bukan perilaku masyarakat, melainkan konstruksi
hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, doktrin para ulama,
serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan hak asuh anak dalam perspektif Magasid al-Syari‘ah

(Mamudji & Soekanto, 2001). Pendekatan ini memungkinkan peneliti melakukan analisis secara
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mendalam terhadap kesesuaian norma hukum positif dengan tujuan fundamental syariat Islam dalam
memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak pasca perceraian.

Penelitian menggunakan dua pendekatan utama, yaitu statute approach dan conceptual
approach. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk mengkaji berbagai
regulasi yang mengatur hak asuh anak di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta
berbagai ketentuan hukum lain yang memiliki relevansi terhadap pelaksanaan hadhanah. Pendekatan
ini bertujuan mengidentifikasi sinkronisasi maupun disharmonisasi norma hukum yang berkaitan
dengan perlindungan anak pasca perceraian.

Sementara itu, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk menganalisis
konsep hadhanah berdasarkan pandangan para fugaha klasik maupun pemikir hukum Islam
kontemporer, sekaligus mengkaji konsep Magqasid al-Syari‘ah sebagai kerangka analisis utama
penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah perkembangan pemikiran mengenai
tujuan hukum Islam, khususnya perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal
(hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) sebagai indikator dalam mengevaluasi
pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian (Abidin & Mokhtar, 2016). Dengan demikian, penelitian
tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga menilai sejauh mana norma hukum mampu
mewujudkan kemaslahatan bagi anak.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum
primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw., Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta berbagai regulasi lain yang
berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum
keluarga Islam, literatur mengenai Maqasid al-Syari‘ah, artikel ilmiah nasional maupun internasional
bereputasi, hasil penelitian terdahulu, serta karya ilmiah yang membahas konsep hadhanah,
perlindungan anak, dan perkembangan hukum keluarga Islam. Adapun bahan hukum tersier berupa
kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks jurnal, serta berbagai sumber referensi yang membantu
menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan
menelusuri berbagai literatur yang memiliki relevansi terhadap fokus penelitian. Penelusuran literatur
dilakukan secara sistematis melalui pangkalan data ilmiah seperti Google Scholar, Crossref,
Dimensions, Scopus, dan Web of Science untuk memperoleh artikel-artikel mutakhir yang membahas
hadhanah, perlindungan anak, Islamic family law, serta Maqasid al-Syari‘ah. Seluruh bahan hukum
yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas sumber, serta
keterbaruan publikasi sehingga hanya literatur yang memenuhi standar akademik yang digunakan
sebagai dasar analisis (Liu et al., 2005).

Analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan

analisis hukum secara deskriptif-kualitatif. Proses analisis diawali dengan menginventarisasi seluruh
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bahan hukum, kemudian mengklasifikasikan data berdasarkan tema-tema penelitian, yaitu konsep
hadhanah, regulasi hak asuh anak, perlindungan hak anak, serta prinsip-prinsip Maqasid al-Syar1‘ah.
Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap norma hukum menggunakan pendekatan teleologis untuk
mengidentifikasi sejauh mana ketentuan mengenai hadhanah telah mencerminkan tujuan utama
syariat Islam. Hasil interpretasi tersebut kemudian disintesiskan guna menyusun rekonstruksi
konseptual mengenai hadhanah pasca perceraian yang berorientasi pada kemaslahatan anak sebagai
manifestasi dari prinsip the best interests of the child dalam hukum keluarga Islam. Dengan
pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan formulasi konseptual yang tidak
hanya memiliki dasar normatif yang kuat, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan

teori dan praktik hukum keluarga Islam di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan
Rekonstruksi Konsep Hadhanah Pasca Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam

Hadhanah merupakan salah satu institusi fundamental dalam hukum keluarga Islam yang
berfungsi menjamin terpenuhinya hak-hak anak ketika kedua orang tuanya mengalami perceraian.
Secara etimologis, istilah hadhanah berasal dari kata al-hidn yang berarti pelukan atau pangkuan, yang
menggambarkan aktivitas memelihara, melindungi, dan merawat seseorang yang belum mampu
mengurus dirinya sendiri. Dalam terminologi fikih, hadhanah dipahami sebagai kewajiban mengasuh,
memelihara, mendidik, dan melindungi anak sejak masa kanak-kanak hingga mampu hidup secara
mandiri (Multazam, 2024). Oleh karena itu, konsep hadhanah tidak hanya berkaitan dengan
pemeliharaan fisik, tetapi juga mencakup pembinaan mental, pendidikan, perkembangan intelektual,
pembentukan karakter, dan perlindungan terhadap seluruh hak anak sebagai amanah yang harus
dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tua.

Al-Qur'an memberikan perhatian yang besar terhadap kewajiban orang tua dalam menjaga dan
mendidik anak. Firman Allah Swt. dalam QS. At-Tahrim ayat 6 memerintahkan setiap orang beriman
untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari kebinasaan, sedangkan QS. Al-Baqarah ayat 233
menegaskan tanggung jawab kedua orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak sejak masa
pertumbuhan. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung jawab
yang tidak terputus hanya karena berakhirnya hubungan perkawinan. Dalam perspektif syariat Islam,
perceraian mengakhiri hubungan suami istri, tetapi tidak menghapus hubungan keorangtuaan
(parental responsibility). Oleh sebab itu, ayah dan ibu tetap berkewajiban memberikan perlindungan,
kasih sayang, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan hidup anak sesuai dengan kemampuan masing-
masing (Novianti, 2021).

Hadis Nabi Muhammad saw. juga memberikan landasan normatif mengenai pelaksanaan
hadhanah. Dalam riwayat Abu Dawud dijelaskan bahwa seorang ibu memiliki hak yang lebih utama
untuk mengasuh anak selama ia masih memenubhi syarat sebagai pengasuh dan belum menikah dengan
laki-laki lain. Ketentuan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar utama dalam pembahasan
hadhanah oleh para ulama fikih (Fauzan, 2019). Kendati demikian, mayoritas ulama tidak memahami

hadis tersebut sebagai ketentuan yang bersifat mutlak, melainkan sebagai bentuk perlindungan
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terhadap kepentingan anak yang pada usia tertentu membutuhkan kedekatan emosional dan
perhatian intensif dari ibunya. Dengan demikian, orientasi utama hadhanah dalam hukum Islam
sesungguhnya bukan pada pemberian hak kepada orang tua, melainkan pada perlindungan terhadap
kemaslahatan anak.

Empat mazhab fikih memiliki kesamaan pandangan bahwa anak yang belum mampu
membedakan baik dan buruk (ghairu mumayyiz) pada prinsipnya lebih berhak diasuh oleh ibu. Namun
demikian, masing-masing mazhab memiliki perbedaan mengenai batas usia hadhanah, syarat-syarat
pengasuh, maupun kondisi yang menyebabkan hak asuh dapat berpindah kepada pihak lain. Mazhab
Syafi'i, yang menjadi salah satu rujukan utama dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia,
menempatkan ibu sebagai pihak yang paling berhak mengasuh anak selama memenuhi syarat-syarat
seperti beragama I[slam, berakal sehat, memiliki akhlak yang baik, mampu memberikan pengasuhan,
dan tidak melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan anak (Arifin, 2024). Apabila syarat
tersebut tidak terpenuhi, hak hadhanah dapat dialihkan kepada pihak lain berdasarkan urutan
kekerabatan yang telah ditentukan dalam fikih.

Prinsip-prinsip tersebut kemudian diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),
khususnya Pasal 105 yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum berumur dua belas
tahun pada dasarnya berada dalam pengasuhan ibu, sedangkan ayah tetap bertanggung jawab atas
seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum
positif Indonesia tetap mempertahankan konstruksi fikih klasik dengan memberikan prioritas hak
asuh kepada ibu (Bahri, 2024). Akan tetapi, perkembangan praktik peradilan agama menunjukkan
bahwa hakim tidak lagi menjadikan ketentuan tersebut sebagai aturan yang bersifat absolut . Dalam
berbagai perkara, hakim mulai mempertimbangkan aspek psikologis, kondisi sosial, kemampuan
ekonomi, rekam jejak pengasuhan, serta kepentingan terbaik anak sebelum menentukan pihak yang
memperoleh hak asuh. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan paradigma dari pendekatan
normatif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan anak.

Perubahan paradigma tersebut dipengaruhi oleh perkembangan hukum keluarga internasional
yang semakin menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak independen. Prinsip
the best interests of the child yang berkembang dalam berbagai instrumen internasional, termasuk
Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), telah memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap pembaruan hukum keluarga di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam
perspektif ini, setiap keputusan mengenai hak asuh harus mempertimbangkan kondisi yang paling
mampu menjamin kesejahteraan anak secara menyeluruh, bukan semata-mata berpedoman pada
status biologis maupun jenis kelamin orang tua (Hermanto, 2024).

Meskipun demikian, implementasi hadhanah dalam praktik masih menghadapi berbagai
persoalan. Tidak sedikit perceraian yang berujung pada konflik berkepanjangan mengenai hak asuh
anak, pelaksanaan nafkah, pembatasan akses komunikasi dengan salah satu orang tua, hingga
penggunaan anak sebagai alat untuk mempertahankan konflik antara mantan suami dan istri.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian hukum yang hanya menitikberatkan pada

penetapan pemegang hak asuh belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan substantif mengenai
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perlindungan anak. Dalam banyak kasus, anak justru menjadi pihak yang paling dirugikan akibat
pertentangan kepentingan orang tua. Dampak tersebut dapat berupa gangguan psikologis, penurunan
prestasi belajar, hilangnya rasa aman, hingga terganggunya perkembangan sosial dan emosional anak
(Awang, 2024).

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa konsep hadhanah yang selama ini berkembang
memerlukan rekonstruksi agar lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat kontemporer.
Rekonstruksi yang dimaksud bukan berarti mengubah prinsip-prinsip dasar syariat Islam, melainkan
melakukan reinterpretasi terhadap pelaksanaan hadhanah agar lebih sesuai dengan tujuan utama
hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan. Pendekatan yang hanya berorientasi pada penentuan
pihak yang memperoleh hak asuh perlu dikembangkan menjadi pendekatan yang menitikberatkan
pada kualitas pengasuhan. Dengan demikian, keberhasilan hadhanah tidak lagi diukur berdasarkan
siapa yang memenangkan sengketa, melainkan sejauh mana hak-hak anak dapat terpenuhi secara
optimal setelah perceraian (Hidayat & Yuspiain, 2025).

Rekonstruksi konsep hadhanah juga menuntut perubahan cara pandang terhadap hubungan
antara ayah, ibu, dan anak setelah perceraian. Selama ini, perceraian sering dipahami sebagai
pemutusan hubungan keluarga sehingga salah satu orang tua kehilangan kesempatan untuk berperan
aktif dalam kehidupan anak. Padahal, hukum Islam tidak pernah menghendaki terputusnya hubungan
emosional antara anak dengan ayah maupun ibunya. Sebaliknya, kedua orang tua tetap memiliki
tanggung jawab moral, hukum, dan keagamaan untuk mendampingi tumbuh kembang anak hingga
dewasa. Oleh karena itu, model pengasuhan yang bersifat kolaboratif (co-parenting) layak
dipertimbangkan sebagai bentuk implementasi tanggung jawab bersama, sepanjang tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan memberikan manfaat nyata bagi anak (Firdausi &
Burhanuddin, 2024).

Dengan demikian, rekonstruksi konsep hadhanah dalam hukum keluarga Islam harus diarahkan
pada perubahan orientasi dari pendekatan yang berpusat pada hak orang tua (parent-centered
approach) menuju pendekatan yang berpusat pada kepentingan anak (child-centered approach).
Dalam paradigma ini, hak asuh dipahami sebagai instrumen perlindungan hak anak yang meliputi hak
memperoleh kasih sayang, pendidikan, kesehatan, identitas, perlindungan hukum, kesejahteraan
ekonomi, serta lingkungan keluarga yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangannya.
Pendekatan tersebut tidak hanya sejalan dengan perkembangan hukum keluarga modern, tetapi juga
mencerminkan nilai-nilai universal syariat Islam yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai
tujuan utama setiap pembentukan hukum. Oleh karena itu, rekonstruksi hadhanah tidak boleh
berhenti pada perubahan formulasi normatif, melainkan harus menghasilkan sistem pengasuhan yang
lebih adil, responsif, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak anak sebagai generasi penerus

bangsa dan amanah yang wajib dijaga oleh kedua orang tua.

Analisis Hadhanah Pasca Perceraian dalam Perspektif Maqasid al-Syari‘ah
Pendekatan Magqasid al-Syariah memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam

memahami pelaksanaan hadhanah pasca perceraian dibandingkan pendekatan hukum yang hanya
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berorientasi pada aspek normatif. Dalam teori magqasid, setiap ketentuan syariat tidak hanya
dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga diarahkan pada terwujudnya
kemaslahatan (jalb al-masalih) dan pencegahan kemudaratan (dar' al-mafasid). Oleh karena itu,
penentuan hak asuh anak setelah perceraian tidak cukup hanya didasarkan pada siapa yang secara
formal lebih berhak memperoleh hadhanah, melainkan harus dinilai berdasarkan kemampuan pihak
tersebut dalam merealisasikan tujuan-tujuan pokok syariat (Matsum et al, 2022). Perspektif ini
menjadi penting mengingat dinamika keluarga modern menghadirkan berbagai persoalan yang tidak
seluruhnya dapat diselesaikan melalui pendekatan fikih klasik maupun ketentuan hukum positif
secara tekstual.

Menurut Imam al-Syatibi, tujuan utama syariat Islam diwujudkan melalui perlindungan
terhadap lima kebutuhan dasar manusia (al-kulliyyat al-khams), yaitu perlindungan agama (hifz al-
din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kelima
tujuan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam membangun sistem
perlindungan terhadap anak. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan hadhanah seharusnya
diukur berdasarkan sejauh mana pengasuhan mampu merealisasikan lima tujuan tersebut secara
seimbang. Apabila salah satu tujuan tidak terpenuhi, maka kemaslahatan anak sebagai orientasi utama
syariat belum sepenuhnya tercapai (Jamal, 2022).

Aspek pertama adalah hifz al-din atau perlindungan terhadap agama. Dalam konteks hadhanah,
pengasuhan tidak hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan material anak, tetapi juga menjamin
proses pendidikan keagamaan secara berkelanjutan. Anak berhak memperoleh pembinaan akidah,
pembiasaan ibadah, pendidikan akhlak, serta keteladanan moral dari kedua orang tuanya. Perceraian
tidak boleh menghilangkan kesempatan anak untuk tumbuh dalam lingkungan religius yang kondusif.
Oleh karena itu, pihak yang memperoleh hak asuh harus mampu menciptakan suasana pendidikan
Islam yang mendukung perkembangan spiritual anak. Bahkan ketika hak asuh berada pada salah satu
orang tua, pihak lainnya tetap memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi terhadap
pembentukan karakter keagamaan anak. Dengan demikian, perlindungan agama tidak hanya dipahami
sebagai kewajiban individual pengasuh, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif kedua orang tua
(Satiadarma, 2001).

Aspek kedua adalah hifz al-nafs, yaitu perlindungan terhadap jiwa dan keselamatan anak.
Perceraian sering kali menimbulkan tekanan psikologis yang cukup berat bagi anak, terutama apabila
disertai konflik berkepanjangan antara ayah dan ibu. Berbagai penelitian psikologi keluarga
menunjukkan bahwa anak korban perceraian berpotensi mengalami kecemasan, kehilangan rasa
aman, penurunan kepercayaan diri, hingga gangguan perkembangan emosional apabila tidak
memperoleh dukungan yang memadai. Oleh karena itu, implementasi hadhanah harus mampu
menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari konflik. Setiap keputusan mengenai hak
asuh semestinya mempertimbangkan kondisi psikologis anak, kualitas hubungan emosional dengan
kedua orang tua, serta kemampuan pengasuh dalam memberikan rasa aman secara berkelanjutan.
Dengan demikian, perlindungan jiwa tidak hanya bermakna menjaga keselamatan fisik, tetapi juga

mencakup kesehatan mental dan kesejahteraan emosional anak (Nurun Najwah, 2021).
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Selanjutnya, hifz al-'aql menghendaki agar pelaksanaan hadhanah menjamin perkembangan
intelektual anak melalui akses pendidikan yang berkualitas. Pendidikan merupakan hak fundamental
setiap anak yang tidak boleh terganggu akibat perceraian orang tua. Dalam praktiknya, konflik
keluarga sering menyebabkan penurunan kualitas pendidikan karena terganggunya kondisi ekonomi
maupun psikologis anak. Oleh sebab itu, kedua orang tua tetap berkewajiban memastikan
keberlangsungan pendidikan formal maupun nonformal sesuai dengan potensi anak. Pengasuhan yang
mengabaikan pendidikan bertentangan dengan tujuan syariat karena menghambat proses
pengembangan akal sebagai salah satu unsur pokok kemaslahatan manusia. Dalam konteks ini,
pemenuhan biaya pendidikan, pendampingan belajar, serta pembentukan budaya literasi merupakan
bagian integral dari pelaksanaan hadhanah (Fauzan, 2019).

Dimensi berikutnya adalah hifz al-nasl, yaitu perlindungan terhadap keturunan. Dalam
perspektif maqasid, perlindungan keturunan tidak hanya berkaitan dengan kejelasan nasab, tetapi juga
mencakup keberlangsungan identitas, hubungan kekeluargaan, dan perkembangan sosial anak.
Perceraian tidak boleh menghilangkan hak anak untuk mengenal, mencintai, dan memperoleh
perhatian dari kedua orang tuanya. Praktik yang membatasi komunikasi anak dengan salah satu orang
tua tanpa alasan yang dibenarkan bertentangan dengan tujuan perlindungan keturunan karena
berpotensi merusak hubungan emosional dalam keluarga (Baroroh & Aziz, 2019). Oleh sebab itu,
pelaksanaan hadhanah perlu mengembangkan mekanisme yang memungkinkan anak tetap memiliki
hubungan yang sehat dengan ayah maupun ibunya, sekalipun keduanya telah berpisah. Pendekatan ini
sejalan dengan konsep shared parental responsibility yang berkembang dalam hukum keluarga
modern, yakni bahwa tanggung jawab terhadap anak tetap melekat pada kedua orang tua setelah
perceraian.

Adapun hifz al-mal menegaskan pentingnya pemenuhan hak ekonomi anak sebagai bagian dari
tujuan syariat. Dalam hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah pada dasarnya tetap berada pada
ayah meskipun hak asuh berada di tangan ibu. Akan tetapi, dalam perspektif maqasid, perlindungan
harta tidak hanya dipahami sebagai pemberian nafkah dalam arti sempit, melainkan mencakup
seluruh kebutuhan yang menunjang kualitas hidup anak, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan,
tempat tinggal yang layak, serta kebutuhan sosial lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan hadhanah
harus memastikan bahwa perceraian tidak mengakibatkan terabaikannya hak ekonomi anak. Negara
melalui lembaga peradilan juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan kewajiban
nafkah melalui mekanisme hukum yang efektif apabila salah satu pihak mengabaikan tanggung
jawabnya (Athambawa, 2025).

Berdasarkan kelima dimensi tersebut, dapat dipahami bahwa ukuran keberhasilan hadhanah
dalam perspektif Maqgasid al-Syari‘ah tidak ditentukan oleh kemenangan salah satu pihak dalam
sengketa hak asuh, melainkan oleh sejauh mana hak-hak anak benar-benar terpenuhi secara
menyeluruh. Pendekatan ini sekaligus mengkritik paradigma hukum yang terlalu berorientasi pada
formalitas penentuan pemegang hak asuh tanpa melakukan evaluasi terhadap kualitas pengasuhan
setelah putusan dijalankan. Dalam banyak kasus, pihak yang secara hukum memperoleh hak asuh

belum tentu mampu memenuhi seluruh kebutuhan anak apabila tidak didukung oleh kerja sama yang
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baik antara kedua orang tua. Oleh karena itu, orientasi hadhanah perlu bergeser dari konsep
kepemilikan hak menuju konsep tanggung jawab pengasuhan yang berkelanjutan.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi hadhanah berbasis Magasid al-Syari‘ah
memiliki kontribusi penting terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.
Rekonstruksi ini menempatkan kemaslahatan anak sebagai indikator utama dalam setiap kebijakan
maupun putusan mengenai hak asuh. Konsep tersebut juga mendorong integrasi antara nilai-nilai
syariat, prinsip perlindungan anak, dan perkembangan hukum keluarga kontemporer sehingga
menghasilkan model pengasuhan yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial. Dengan demikian,
hadhanah tidak lagi dipahami sekadar sebagai konsekuensi hukum dari perceraian, melainkan sebagai
sistem perlindungan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara utuh sesuai dengan tujuan
fundamental syariat Islam. Pendekatan ini diharapkan mampu menjadi landasan konseptual bagi
pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih berkeadilan, berorientasi pada kemaslahatan, dan
responsif terhadap kebutuhan anak sebagai subjek utama yang harus dilindungi dalam setiap proses

penyelesaian sengketa keluarga.

Penutup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hadhanah dalam hukum keluarga Islam pada
hakikatnya merupakan instrumen perlindungan terhadap hak-hak anak yang tetap melekat setelah
terjadinya perceraian. Perceraian hanya mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri,
tetapi tidak menghapus tanggung jawab Kkeorangtuaan (parental responsibility) terhadap
pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan anak. Oleh karena itu,
pelaksanaan hadhanah tidak seharusnya dipahami sebatas penentuan pihak yang memperoleh hak
asuh, melainkan sebagai mekanisme hukum yang menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik anak
(the best interests of the child) secara berkelanjutan.

Penelitian ini merekonstruksi konsep hadhanah melalui pendekatan Maqasid al-Syari‘ah dengan
menempatkan kemaslahatan anak sebagai orientasi utama dalam setiap pelaksanaan hak asuh.
Berdasarkan analisis terhadap lima tujuan pokok syariat (al-kulliyyat al-khams), keberhasilan
hadhanah tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap ketentuan normatif, tetapi juga dari
kemampuan sistem pengasuhan dalam menjamin perlindungan agama (hifz al-din), keselamatan fisik
dan psikologis (hifz al-nafs), keberlangsungan pendidikan (hifz al-'aql), perlindungan identitas dan
hubungan kekeluargaan (hifz al-nasl), serta pemenuhan hak ekonomi anak (hifz al-mal). Dengan
demikian, implementasi hadhanah harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama kedua orang tua
yang berorientasi pada perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh, bukan sebagai bentuk
dominasi salah satu pihak dalam sengketa hak asuh.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada rekonstruksi konsep hadhanah dari pendekatan
yang berpusat pada hak orang tua (parent-centered approach) menuju pendekatan yang berpusat
pada kepentingan terbaik anak (child-centered approach) berbasis Maqasid al-Syari‘ah. Rekonstruksi
tersebut memperluas makna hadhanah dari sekadar pengaturan hak asuh menjadi sistem

perlindungan anak yang mengintegrasikan nilai-nilai syariat Islam, prinsip perlindungan anak, dan
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perkembangan hukum keluarga kontemporer. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat
menjadi kontribusi konseptual dalam pengembangan hukum keluarga Islam sekaligus menjadi
landasan bagi pembentuk kebijakan, aparat peradilan, dan para praktisi hukum dalam merumuskan
penyelesaian sengketa hadhanah yang lebih berkeadilan, adaptif, dan berorientasi pada terwujudnya

kemaslahatan anak sebagai tujuan utama syariat Islam.
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